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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tercantum 
tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia yaitu : Melindungi segenap 
Bangsa Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan 
bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya pembangunan nasional 
dalam segala bidang kehidupan bangsa, termasuk didalamnya bidang hukum 
yang dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan dibidang hukum 
diarahkan pada makin nyatanya pelaksanaan sistem hukum nasional Indonesia 
agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sangat diperlukan sarana 
perhubungan, baik dalam arti transportasi, maupun komunikasi dan juga 
teknologi penunjangnya. Hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas 
seluruh sektor dan wilayah yang memiliki arti penting dan strategis dalam 
pembangunan bangsa, khususnya dalam penataan disektor tranportasi atau 
penataan lalu lintas. 
Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas yang 
membentang dari Sabang sampai Merauke sangat diperlukan adanya penataan 
sektor transportasi yang tepat dan berdaya guna serta berhasilguna. Untuk itu 
diperlukan suatu sumber daya manusia yang dapat menunjang terciptanya 
tatanan maupun pranata hukum yang tepat, khususya hukum lalu lintas guna 
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mewujudkan pembangunan nasional seperti yang sudah digariskan didalam 
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 
Adapun macam alat transportasi yang digunakan untuk mengadakan 
hubungan antar wilayah ada tiga jenis yaitu alat transportasi darat, alat 
transportasi laut, dan alat transportasi udara. 
Salah satu subsektor yang penting dan yang menonjol dalam 
pembangunan dewasa ini adalah sektor transportasi darat, khususnya adalah 
lalu lintas jalan raya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar arus 
perhubungan menggunakan prasarana jalan. Oleh sebab itu maka dapat 
dikatakan bahwa lalulintas jalan raya mempunyai arti penting bagi 
perkembangan masyarakat. Dalam hal ini timbul suatu masalah mengenai 
bagaimana dapat dijamin lalulintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien guna 
menjamin kelancaran berbagai aktifitas untuk menciptakan kemakmuran dan 
ketentraman masyarakat. 
Melalui ketertiban berlalu lintas yang apabila menunjukkan adanya tertib 
lalu lintas berarti masyarakatnya berdisiplin atau sebaliknya tidak tertibnya 
lalu lintas yang terlihat, maka dapat dipastikan bahwa disiplin masyarakat di 
semua bidang usaha amburadul.(Hadiman,1998:iv) 
Penyelenggaraan sektor transportasi tersebut perlu diselenggarakan 
secara berkelanjutan dan terus ditingkatkan agar luas daya jangkau dan 
pelayanan kepada masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya, 
kelestarian lingkungan dapat terpelihara dan terjaga. Hal ini diperlukan adanya 
suatu koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentunya 
peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat menentukan terciptanya sistem 
transportasi nasional yang handal dan terpadu. 
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Pembangunan sarana dan prasarana transportasi berupa jalan agaknya 
selalu tertinggal dengan laju pertambahan armada transportasi yang meningkat 
secara pesat. Hal ini sering kita jumpai dikota besar, khususnya  jalan-jalan 
utama atau jalan raya yang hampir setiap saat/hari macet. Bukan itu saja 
penyebab utama dari kemacetan itu juga tidak terlepas dari lemahnya tingkat 
disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap peraturan-peraturan lalu 
lintas yang ada dan banyak terdapat di jalan-jalan khususnya dikota besar. 
Kecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan 
kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas 
yang ada dijalan. walupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor 
kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam). Di 
antara faktor-faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling 
menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebab kelemahan-kelemahan 
yang timbul dari faktor-faktor lain dapat diatasi apabila pengemudi berlaku 
hati-hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan serta menyiapkan 
kendaraan sebelum berangkat,  demikian pula dalam menjalankan 
kendaraannya diperlukan untuk berhati-hati untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan lalu lintas. 
Dibyo widodo (Hadiman, 1998:27) menilai ’Disiplin berlalu lintas 
pengguna jalan masih memprihatinkan dan perlu pembinaan yang lebih 
serius’. Pembinaan disiplin harus dilakukan dengan melihat permasalahannya 
secara utuh dan melibatkan instansi terkait dan seluruh masyarakat. 
Masalah lalu-lintas tidak bisa diselesaikan bila hanya mengandalkan 
Polri. ”ini tanggungjawab seluruh bangsa, karenanya masalah lalu-lintas 
ditempatkan sebagai masalah nasional.” 
Sasaran pembinaan ’Disiplin berlalu lintas’ tidak hanya ditunjukkan 
kepada manusia sebagai pengguna jalan, tetapi juga harus ditujukan pada 
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jumlah kendaraan, sarana serta prasarana lalu lintas, dan pengawasan instansi 
terkait. 
Bomer Pasaribu (Robert Paladeng dkk, 1993:24) mengatakan 
Keseimbangan antara hak dan kewajiban dari segenap lapisan masyarakat 
jalan, pada pokoknya bertujuan untuk melindungi masyarakat umum. Dia 
prihatin terhadap adanya pemeo di luar negeri yang menyebutkan bahwa jalan-
jalan raya di Indonesia merupakan arena pembantaian terhadap nyawa 
manusia. 
Dalam hal ini Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan 
seperangkat aturan dan peraturan guna menanggulangi kecelakaan lalu lintas 
yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang disebabkan karena 
kelalaian sipengemudi dijalan. Salah satu ketentuan hukum yang dapat 
dikenakan terhadap pengemudi atau pelaku dalam perkara kecelakaan lalu 
lintas adalah Pasal 359 KUHP yang berbunyi : 
”Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling 
lama satu tahun”.   
Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan 
matinya orang lain karena kealpaannya dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas 
tersebut harus dapat dibuktikan adanya kesalahan. Untuk menentukan adanya 
kesalahan maka diperlukan atau harus memenuhi unsur-unsur berikut: 
1. Melakukan perbuatan pidana 
2. Harus Mampu bertanggungjawab 
3. Dengan Sengaja / Kealpaan 
4. Tidak adanya alasan pemaaf 
Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan 
mengingat akan maksud serta  tujuan  dari penulis di atas, maka penulis 
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berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan judul :  “TINJAUAN HUKUM 
PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS 
KECELAKAAN LALU-LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN 
NEGERI SUKOHARJO”. 
 
B.   Perumusan Masalah 
1. Bagaimana penerapan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang 
menyebabkan matinya orang lain karena kecelakaan lalulintas oleh hakim 
pengadilan negeri Sukoharjo? 
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menerapkan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan 
matinya orang lainnya dalam kecelakaan  lalulintas ? 
C. Tujuan Penelitian 
Kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu dan diharapkan dapat 
disajikan dengan data-data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat 
dan mampu menyelesaikan masalah yang bertolak dari hal tersebut, maka 
tujuan penelitian meliputi : 
1.   Tujuan Obyektif 
a.  Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang 
menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan dalam kecelakaan 
lalulintas di jalan raya. 
b. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menerapkan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan 




2.   Tujuan Subyektif 
a.  Untuk  menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum, 
khususnya dalam bidang Hukum Pidana. 
b. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis pergunakan dalam 
penyusunan Penulisan Hukum ini sebagai salah satu syarat untuk 
mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada  Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D.    Manfaat Penelitian 
Manfaat yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoretis 
a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk mendapatkan masukan 
yang diharapkan dapat digunakan almamater dalam mengembangkan 
bahan perkuliahan yang ada. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, 
terutama Hukum Pidana. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 
nyata tentang pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang 
menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan di kota Sukoharjo. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini akan dapat dimanfaatkan sebagai jawaban terhadap 
permasalahan yang sedang diteliti. 
b. Hasil penelitian ini untuk memberikan suatu data dan informasi 
tentang pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang 
menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan di kota sukoharjo. 
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c. Hasil penelitian ini untuk memberikan gambaran sesungguhnya 
mengenai penerapan ilmu hukum yang diperoleh selama kuliah dengan 
kenyataan di lapangan. 
 
E.  Metode Penelitian 
Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 
suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, 2000:740). Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian 
adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran 
suatu pengetahuan dengan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1980: 3) 
Metode penelitian pada hakekatnya memberi pedoman mengenai tata cara 
mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soejono 
Soekanto, 1986:6). 
Untuk mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, 
dibutuhkan sebuah metode penulisan hukum. Adapun metode yang akan 
digunakan dalam membuat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian  
Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian Empiris /Non Doktrinal. 
Yang dimaksud ”Penelitian Hukum Empiris/ sosiologi yaitu Penelitian  
yang mengkaji hukum dalam realitas / kenyataan di dalam masyarakat”. 
(Buku Pedoman Penulisan Hukum Mahasiswa FH UNS, 2007 :4) Dalam 
penelitian ini penulis ingin memaparkan tentang pertanggungjawaban 
pidana bagi seseorang, dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap si pelaku yang menyebabkan 
matinya orang lain dalam kecelakan lalulintas di kota sukoharjo. 
Adapun lokasi yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini bertempat di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa, mengadili, dan memutus 




2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
penelitian yang bersifat deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian 
deskriptif adalah : ”Metode Penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu 
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan obyek atau subyek yang tampak atau sebagaimana 
adanya”.(Soejono Sukanto, 1986: 148). Jadi dalam hal ini penulis berusaha 
untuk memaparkan dan melukiskan keadaan dari obyek yang menjadi 
permasalahan. Disini penulis akan menggambarkan penerapan Pasal 359 
KUHP oleh  hakim pengadilan negeri terhadap seseorang yang 
menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan dalam kecelakaan lalu 
lintas di wilayah hukum sukoharjo.  
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melalui pendekatan 
empiris / sosiologis hal ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan 
penerapan Pasal 359 KUHP oleh hakim di pengadilan Negeri Sukoharjo. 
 
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
a. Jenis Data 
Data adalah suatu keterangan atau fakta dari obyek yang diteliti. Dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu: 
1) Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
dilapangan, yaitu dari hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang 




2) Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 
yang berupa data-data, keterangan-keterangan,  buku-buku atau 
literatur-literatur, dan fakta-fakta yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi, peraturan perundang-undangan serta putusan 
hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
 
b.  Sumber Data 
1) Sumber Data Primer  
Hakim yang pernah memeriksa perkara kecelakaan lalu-lintas di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
2) Sumber  Data Sekunder 
Sejumlah data yang meliputi keterangan-keterangan yang 
diperoleh melalui buku-buku literatur, Putusan hakim Pengadilan 
Negeri sukoharjo, dokumen, peraturan perundang-undangan dan 
sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
c.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1) Untuk memperoleh data primer dengan cara studi lapangan, yaitu 
teknik pengumpulan data dengan cara penelitian langsung dengan 
obyek yang diteliti. Studi lapangan yang dilakukan yaitu hanya 
meneliti hakim yang pernah memeriksa, mengadili dan memutus 
perkara kecelakaan lalu-lintas saja. 
2) Untuk memperoleh data sekunder dengan cara studi kepustakaan. 
Hal ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku 
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literatur, surat kabar, majalah, peraturan perundang-undangan dan 
dokumen resmi yang terkait  dengan permasalahan yang diajukan. 
 
d. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang 
dilaksanakan melalui tahapan-tahapan : pengumpulan data, 
mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang 
ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan model analisis ”Interactive Model 
of Analysis”, yang dimaksud adalah data yang terkumpul akan 
dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, 
kemudian menarik kesimpulan. Selama ini dilakukan pula suatu siklus 
antara tahap-tahap tersebut, sehingga data-data yang terkumpul 
















Penyajian data Reduksi data 
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F.  Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk lebih memberikan 
gambaran secara jelas dan menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis menyiapkan suatu sistematika 
penulisan hukum. Penulisan hukum ini dibagi dalam empat bab dan di dalam 
bab-bab tersebut terdapat beberapa sub bab. Sistematika penulisan hukum ini 
terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang 
dimaksudkan untuk memudahkan penulisan maupun pembahasan terhadap 
penulisan hukum ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai 
berikut: 
BAB I     : PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat latar 
belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 
skripsi. 
 
BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi 
pengertian Hukum, Pengertian Hukum pidana, pengertian pidana, 
dan fungsi pidana, pengertian kesalahan, pengertian Pemidanaan, 
dan pengertian Pertimbangan Hakim, serta penerapan Pasal 359 
KUHP dalam perkara kecelakaan lalu-lintas. 
 
BAB III   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang 
menguraikan tentang penerapan Pasal 359 KUHP oleh Hakim di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo dan faktor-faktor yang menjadi 





BAB IV   : SIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan simpulan-simpulan 
dari jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian yang 
diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak 






























A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana 
Sebelum mengetahui berbagai definisi dari hukum pidana, kita harus 
mengetahui lebih dahulu apakah yang dimaksud dengan hukum itu. 
Menurut para ahli, hukum adalah suatu kaidah yang bersifat memaksa dan 
bagi mereka yang melanggar kaidah itu diancam dengan sanksi yang 
bersifat tegas dan nyata. 
Lemaire mengemukakan: Hukum yang banyak seginya dan meliputi 
segala macam hal itu menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu 
definisi apa hukum itu sebenarnya. (Riduan syahrani, 2004:16) 
Wirjono Prodjodikoro mengatakan :”Hukum adalah rangkaian 
peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota 
suatu masyarakat. (Riduan syahrani, 2004:17) 
Van Vollenhoven menyatakan: Hukum adalah suatu gejala dalam 
pergaulan hidup, yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan bentur-
membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lainnya. (Riduan syahrani, 
2004:16) 
Dalam WvS (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaar feit, 
sedangkan dalam kepustakaan tentang hukum Pidana sering menggunakan 
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istilah delik, dan pembuat Undang-undang dalam merumuskan undang-
undang mempergunakan strafbaar feit. Oleh beberapa ahli strafbaar feit 
sering diartikan sebagai tindak pidana, perbuatan pidana dan peristiwa 
pidana. Kementerian kehakiman, sering memakai istilah tindak pidana 
dalam perundang-undangan. 
a. Pengertian Hukum Pidana 
1)  Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk (Moeljatno 2000:1): 
a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi 
yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang     
melanggar larangan tersebut. 
b)  Menentukan kapan dalam hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana 
yang telah diancamkan. 
c)  Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah  
melanggar larangan tersebut. 
2)  Roeslan Saleh mendefinisikan Hukum Pidana sebagai reaksi atas 
tindak pidana, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja 
ditimpakan oleh Negara pada pembuat tindak pidana itu (Muladi 
dan Barda Namawi, 1998:2) 
3)  Sudarto memberikan definisikan Hukum Pidana, yaitu penderitaan 
yang disengaja dibebankan kepada orang-orang yang melakukan 
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perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (Muladi dan 
Barda Namawi, 1998:2) 
4)  Simons memberikan definisi mengenai hukum pidana, yaitu semua 
perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh 
negara dan yang diancam dengan suatu pidana atau nestapa (leed) 
bagi barang siapa yang tidak menaatinya. Semua aturan-aturan 
yang menentukan syarat-syarat akibat hukum itu dan semuanya 
aturan-aturan untuk mengenakan atau menjatuhkan dan 
menjalankan pidana tersebut. ( Suharto, 1991: 3-4). 
b. Macam-macam Hukum Pidana 
1) Berdasarkan luas berlakunya : 
a) Hukum Pidana Umum: Hukum Pidana yang berlaku bagi 
setiap orang dalam masyarakat tanpa membedakan jenis 
kelamin, warga negara, maupun jabatan seseorang. Contoh: 
KUHP 
b) Hukum Pidana Khusus: Hukum Pidana yang berlaku hanya 
bagi segolongan orang tertentu saja. Contoh : hukum pidana 
militer yang berlaku hanya bagi anggota militer. (Daliyo dkk, 
2001:37) 
2) Berdasarkan tempat berlakunya: 
a) Hukum Nasional : Hukum yang berlaku di wilayah satu negara 
saja. 
b) Hukum Internasional: Hukum yang berlaku diberbagai wilayah 
negara. (Riduan Syahrani, 2004: 78) 
3) Berdasarkan waktu berlakunya: 
a) Hukum Positif (Ius constitutum) : Hukum yang berlaku dalam 
suatu negara pada saat sekarang 
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b) Ius constituendum : Hukum yang diharapkan atau dicita-
citakan berlaku pada waktu yang akan datang. (Riduan 
Syahrani, 2004: 78) 
4) Berdasarkan Penerapannya : 
a) Hukum in abstracto ialah semua peraturan hukum yang berlaku 
pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap sesuatu 
kasus oleh pengadilan. (berlaku Umum) 
b) Hukum in concreto : Peraturan hukum yang berlaku pada suatu 
negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap sesuatu 
kasus yang terjadi dalam masyarakat. Berlaku hanya terhadap 
pihak-pihak yang berperkara saja, termuat dalam putusan 
pengadilan. (Riduan Syahrani, 2004: 79) 
c.  Berlakunya Undang-Undang Pidana 
1)  Berlakunya Undang-Undang Pidana menurut Tempat 
Berlakunya Undang-undang Pidana  negara Indonesia antara 
lain dapat kita jumpai dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9 KUHP, 
yang sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru bagi ilmu 
pengetahuan hukum pidana.  
Untuk memecahkan persoalan tersebut, maka di dalam doktrin 
dikenal beberapa asas yang biasanya juga disebut sebagai “asas-asas 
tentang berlakunya Undang-undang Pidana menurut tempat”. 
Adapun asas-asas tersebut adalah : 
a)  Asas Teritorial 
Pasal 2 KUHP dikatakan ”Aturan pidana dalam 
perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang 
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melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia”. Hal ini 
berarti bahwa setiap orang baik itu orang asing / warga negara 
asing maupun orang Indonesia / warga negara Indonesia yang 
melakukan tindak pidana dalam wilayah negara Indonesia akan 
diberlakukan hukum pidana Indonesia. 
Hal ini ada pengecualian khusus,yaitu terhadap warga 
negara asing yang menurut hukum Internasional mempunyai 
hak ekstrateritorial sehingga ketentuan hukum pidana yang 
berlaku di Indonesia tidak berlaku terhadapnya karena mereka 
tunduk pada hukum pidana yang berlaku di negaranya. 
Pasal 3 KUHP yang berbunyi:” Aturan pidana dalam 
perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang 
diluar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam kapal 
Indonesia”. Bunyi Pasal 3 ini telah diubah dengan Undang-
undang no.4Tahun 1976 menjadi sebagai berikut: ”Ketentuan 
pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap 
orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak 
pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara 
Indonesia”. Hal ini berarti bahwa hukum pidana Indonesia 
juga berlaku terhadap setiap orang yang berada diluar teritorial 
Indonesia melakukan tindak pidana dalam sebuah perahu/ 
kapal Indonesia. 
Dengan kata lain bahwa perahu atau kapal yang 
berlayar di lautan bebas adalah merupakan wilayah negara 
Indonesia, kecuali telah masuk teritorial negara asing. 
Dalam hukum Internasional bahwa suatu kapal perang 
dari suatu negara yang berada di teritorial laut negara asing 
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tetap merupakan teritorial kebangsaan negara dari mana kapal 
perang tersebut berasal. Begitu juga dalam Undang-undang 
nomor 4 tahun 1976 yang mengatur bahwa pesawat udara yang 
terbang di wilayah udara bebas tetap merupakan wilayah 
negara apabila terjadi tindak pidana di dalamnya. 
b)  Asas Personal atau Asas Nasional Aktif 
Susunan perUndang-undangan pidana dalam Pasal 4 
KUHP menitikberatkan pada orang (warga negara Indonesia) 
yang melakukan perbuatan, baik dilakukan di dalam maupun 
di luar wilayah negara Indonesia diberlakukan hukum negara 
Indonesia. 
 
Pasal 4 KUHP berbunyi : 
Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia 
berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan : 
Ke-1 : Salah satu kejahatan tersebut Pasal-pasal :104, 106, 
107, 108, 110, 111 bis ke-1, 127 dan 131; 
Ke-2 : Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas 
yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun 
mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang 
digunakan oleh pemerintah Indonesia; 
Ke-3 : Pemalsuan surat utang atau sertifikat utang atas 
tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah 
atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula 
pemalsuan talon, tanda diveiden atau tanda bunga, 
yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang 
dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau 
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menggunakan surat-surat tersebut di atas yang palsu 
atau dipalsukan, seolah-olah tulen dan tidak palsu; 
Ke-4 : Salah satu kejahatan tersebut Pasal 438, 444 - 446 
mengenai pembajakan laut, dan tersebut Pasal 447 
mengenai penyerahan perahu dalam kekuasaan bajak 
laut. 
Pasal 4 angka 4 telah diubah dengan Undang-undang No. 4 
Tahun 1976 sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Ke-4 :  salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-pasal 
438, 444 sampai dengan Pasal 446, tentang 
pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan 
kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 
479 huruf  J tentang penguasaan pesawat udara 
secara melawan hukum, Pasal 479 huruf l, m, n dan o 
tentang kejahatan yang mengancam keselamatan 
penerbangan sipil. 
Hal ini untuk menghindari agar seorang Warga Negara 
Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri dimana 
hukum negara tersebut mengancam dengan pidana atas 
perbuatan itu, apabila orang tersebut melarikan diri ke 
Indonesia, maka orang itu tetap akan dituntut dengan hukum 
negara Indonesia sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 
ayat 1, ke-2 yang berbunyi : 
Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia 
berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan : 
Ke-2.salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam 
perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan 
sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana 




c)  Asas Perlindungan atau Asas Nasional Pasif 
Setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan di 
luar negeri dapat dituntut dengan hukum pidana yang berlaku 
di Indonesia, apabila kejahatan itu sangat merugikan 
kepentingan negara Indonesia. 
d)  Asas Universal 
Menurut asas universal dimana beberapa kejahatan dapat 
dipidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia biarpun 
kejahatan itu dilakukan di luar teritorial negara Indonesia oleh 
warga negara asing meskipun negara Indonesia dalam hal ini 
tidak dirugikan. 
Kejahatan itu diatur dalam Pasal 4 ke-2 tentang 
memalsukan uang dan pembajakan kapal di laut. Kejahatan itu 
biasanya dilakukan oleh organisasi internasional yang hanya 
dapat dicegah secara kerja sama antar negara. 
Sebelum hukum tersebut ditentukan, maka 
penyelesaiannya ditentukan oleh masing-masing negara itu 
sendiri. 
Misalnya : 
Seorang warga negara singapura memalsukan uang 
kertas malaysia di negara thailand, dapat diadili di negara 
Indonesia asal ia ditangkap di wilayah negara Indonesia dan 
perkara tersebut belum diadili di suatu negara lain. (Suharto, 





2)  Berlakunya Undang-Undang Pidana  menurut Waktu 
Untuk dapat menerapkan ketentuan pidana menurut waktu 
seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP secara tepat 
maka di dalam doktrin dikenal asas yang biasanya juga disebut 
sebagai “asas tentang berlakunya Undang-undang Pidana menurut 
waktu”. Adapun asas tersebut adalah : Asas Legalitas  
Pedoman pokok dalam menjatuhkan pidana kepada orang 
yang melakukan tindak pidana terdapat norma yang tidak tertulis 
”tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (geen straf zonder 
schuld). 
Pasal 1 ayat 1 KUHP berbunyi :”Tiada suatu perbuatan 
dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam 
perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. 
Ini memberi arti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan 
tidak dapat dijatuhi sanksi pidana sebelum perbuatan tersebut 
diatur didalam aturan pidana perundang-undangan.  
Asas legalitas mempunyai 3 makna, yaitu : 
a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
kalau perbuatan tersebut dilakukan terlebih dahulu sebelum 
dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 
Apabila hal itu kita amati, timbul dalam masyarakat beberapa 
masalah tentang manfaat dan tidaknya asas tersebut  
Manfaatnya antara lain : 
(1) Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat 
(2) Untuk memberikan memberikan rasa aman dan terayomi 
bagi masyarakat 
(3) Untuk memberikan kepastian atau menghilangkan keragu-
raguan bagi masyarakat dalam berbuat sesuatu. 
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Kelemahannya antara lain : 
(1) Perkembangan hukum selalu tertinggal dari perkembangan 
masyarakat. 
(2) Penyelesaian hukum dalam perkara pidana kurang 
sempurna. 
(3) Menjadi penghalang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap suatu perbuatan yang oleh masyarakat 
dipandang sebagai suatu kejahatan, tetapi undang-undang 
belum mengaturnya. 
 
b)  Untuk menentukan adanya suatu tindak pidana tidak boleh 
digunakan analogi. Penerapan undang-undang berdasarkan 
analogi berarti penerapan suatu ketentuan atas suatu kasus 
yang tidak termasuk didalamnya. 
Contoh : putusan Hoge Raad (H.R) pada tanggal 25 Mei 1921 
yang menangani perkara seorang dokter gigi di kota 
Gravenhage yang menyadap listrik di luar pesawat ukur yang 
digunakan di kamar prakteknya. Hoge raad memutuskan 
tenaga listrik sebagai benda dan penguasaan atas benda dapat 
dikatakan mengambil, sehingga rumusan Pasal 362 KUHP 
terpenuhi. 
c) Undang-undang hukum pidana tidak berlaku mundur. Hal ini 
sangat penting karena bisa menunjukan adanya kepastian 
hukum. (Suharto, 1991 : 22-23) 
Biasanya larangan berlaku mundur bagi hukum pidana 
dikatakan menegakkan kepastian hukum bagi para penduduk, 
yang selayaknya harus tahu bahwa perbuatan yang dilakukan 
merupakan suatu tindak pidana atau tidak (Wirjono 
Prodjodikoro, 2002: 40) 
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Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 
KUHP,  pada dasarnya terhadap pelaku tindak pidana harus 
diberlakukan Undang-undang Pidana  menurut Undang-undang yang 
lama (lex temporis delicti) dan bukan dengan Undang-undang Pidana 
atau ketentuan pidana menurut undang-undang yang baru, akan 
tetapi ternyata ada ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam 
Pasal 1 ayat 2 KUHP yang oleh pembentuk undang-undang, 
ditempatkan secara langsung di bawah ketentuan pidana seperti yang 
telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, maka tidak dapat disangkal 
lagi bahwa ketentuan-ketentuan pidana tersebut pastilah terdapat 
suatu hubungan, setidak-tidaknya bahwa ketentuan pidana seperti 
yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu dapat dipandang 
sebagai suatu pendahuluan dari ketentuan-ketentuan pidana seperti 
yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP. (Lamintang, 1997: 154-
155)  
Pasal 1 ayat 2 KUHP berbunyi :”Jika sesudah perbuatan dilakukan 
ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang 
paling ringan bagi terdakwa”.  
Ayat 2 dari Pasal 1 KUHP merupakan penyimpangan dari 
larangan berlaku surut dalam hukum pidana, sepanjang mengenai 
hal, bahwa hukum yang baru lebih menguntungkan bagi  terdakwa 
dari pada hukum yang lama, yaitu apabila seorang pelanggar hukum 
pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir 
(putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau in krach van 
gewisde). 
Arti lebih menguntungkan disini tidaklah selalu mudah untuk 
menentukan mana yang lebih menguntungkan si terdakwa, undang-
undang baru atau undang-undang lama. 
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Misalnya apabila dalam suatu undang-undang baru hukuman 
penjara yang diancamkan, dikurangi beratnya, tetapi dengan 
ditambah dengan suatu hukuman tambahan seperti, pencabutan hak 
untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Atau apabila hukum 
penjara tersebut diganti dengan suatu tindakan pemerintah berupa 
mengawasi tindak-tanduk si terhukum secara ketat. (Wirjono 
Prodjodikoro, 2002: 41,43) 
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana  
a.  Pengertian Tentang Tindak Pidana 
1)  Menurut Simons (Dalam Andi Hamzah, 1994: 88), Straafbaar 
Feitl adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat 
melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan 
dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 
2)  Menurut Vos (Dalam Andi Hamzah, 1994: 88), suatu tindak 
pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan 
Perundang-undangan diberi pidana. Jadi suatu kelakuan 
manusia pada umumnya yang dilarang dan diancam dengan 
pidana  
3)  Van Hammel (Dalam Andi Hamzah, 1994:88 ) merumuskan 
tindak pidana sebagai berikut: leene weltelijke omscheren 
menschelijke gedraging,enrechtmatig, straafwaaerdig en aan 
schuld to wijten  yang berarti : “kelakuan manusia yang 
dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang 




b.  Unsur-unsur Tindak pidana 
1)  Menurut Simons, yang merupakan unsur tindak pidana (dalam 
Andi Hamzah, 1994: 88) adalah: 
a)  Perbuatan tersebut diancam dengan pidana 
b)  Perbuatan tersebut melawan hukum 
c)  Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan 
d) Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggung jawab. 
2)  Setiap tindak pidana pada umumnya dapat di jabarkan kedalam 
unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam, 
yaitu (Lamintang, 1984: 183-184) : 
a)  Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada 
diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan 
termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di 
dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain: 
(1)  Kesengajaan (dollus) atau ketidak sengajaan (culpa) 
(2) Memiliki maksud atau vornemen pada suatu percobaan 
atau poging 
(3)  Macam-macam maksud atau oogmerk 
(4)  Merencanakan terlebih dahulu atau voorhedachte raad 
(5)  Perasaan takut atau stress 
b) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan si 
pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di 
dalamnya antara lain: 
(1)  Sifat melanggar hukum 
(2)  Kualitas dari si Pelaku 
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(3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibatnya. 
 
3.  Tinjauan Umum tentang Kesalahan 
Kesalahan disini diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan 
tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakakan kepada pelakunya. Asas 
kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian 
fundamentalnya hingga meresap dan mengena dalam hampir semua ajaran 
yang penting dalam hukum pidana. Tetapi harus disadari bahwa ini tidak 
mengenai keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi tentang 
asas normatif. 
Dengan demikian kesalahan adalah dasar mensahkan pidana 
(legitimate basis for punishment). Untuk dapat dipidananya kejahatan, 
harus adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kealpaan. Yang 
merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. 
(Schaffmeister dkk, 1995 : 82) 
Unsur-unsur kesalahan yaitu : 
a. Melakukan perbuatan pidana  
Bahwa antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan 
itu ada hubungan yang erat. Tidak mungkin ada perbuatan pidana jika 
tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. 
Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dalam hukum 
pidana dan selanjutnya tidaklah mungkin dijatuhi pidana, kalau orang 
tersebut tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi sebaliknya, 
meskipun dia melakukan perbuatan pidana, belumlah tentu kalau dia 
dipidana pula. 
Tidak mungkin dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, 
apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Bagaimanakah akan 
mempertanggungjawabkan seseorang, menariknya ke depan sidang 
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Pengadilan, apabila orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan? 
Apakah posita yang akan diajukan sebagai dasar daripada tuntutan 
untuk mempertanggungjawabkan itu? Apakah yang akan 
dipertanggungjawabkan itu? Bukankah orang hanya dapat 
dipertanggungjawabkan atas sesuatu perbuatan atau kejadian? Dan 
bagaimanakah ini dapat terjadi jika perbuatan itu sendiri tidak ada? 
(Roeslan Saleh, 1983: 134-135) 
 
b. Kemampuan bertanggungjawab 
Menurut Moeljatno, bahwa untuk adanya kemampuan 
bertanggungjawab harus ada : 
1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik 
dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan 
hukum. 
2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 
tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (Moeljatno, 2000 : 165) 
Dalam KUHP kita tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan 
bertanggungjawab, yang berhubungan dengan hal itu ialah dalam 
ketentuan Pasal 44 KUHP, yang bunyinya : 
”Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian 
orang yang  telah melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena hal-hal yang disebutkan 




c. Dengan kesengajaan atau kealpaan 
1) Kesengajaan 
a)  Pengertian tentang kesengajaan 
Undang-undang Pidana yang pernah berlaku lebih dahulu di 
Negeri Belanda, yaitu Criminal Wetboek tahun 1809, di dalam 
Pasal 11 dari Undang-undang Pidana tersebut telah dijelaskan 
secara tegas bahwa: ”Opzet is de wil om te doen of te laten die 
daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau Opzet 
adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan 
tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam 
Undang-undang.”(Lamintang, 1997: 280) 
b)  Bentuk-bentuk kesengajaan 
Kesengajaan dibedakan menjadi 3 yaitu: 
(1) Kesengajaan yang Bersifat Tujuan (Oogmerk) 
bahwa kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk) si 
pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat 
dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan 
semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang 
menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman 
pidana. Ini dapat dikatakan si pelaku benar-benar 
menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan 
diadakannya ancaman hukuman pidana. (Wirjono 
Prodjodikoro, 2002: 61-62) 
(2) Kesengajaan secara Keinsafan Kepastian (Opzet bij 
Zekerheids-Bewustzijn) 
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 
perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat 
itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, 
maka teori kehendak (wilstheorie) menganggap akibat 
tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada 
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kesenjangan. Menurut teori bayangan (voorstelling-
theorie) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa 
tujuann (oogmerk) oleh karna dalam keduanya tentang 
akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, 
bahwa akibat itu pasti akan terjadi.. maka kini juga ada 
kesengajaan. (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 63)  
(3) Kesengajaan secara Keinsafan Kemungkinan (Opzet bij 
Mogelijkheids bewustzijn) 
Kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan 
suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan 
melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka 
akan akibat itu. (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 64) 
c)  Unsur-unsur kesengajaan 
Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, 
yaitu: 
(1)  Perbuatan yang dilarang 
(2)  Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu. 
(3)  Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.  
 
2)  Kealpaan 
a) Pengertian tentang ”kealpaan” 
Istilah kealpaan dalam doktrin disebut ”Schuld” yang 
dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ”Kesalahan”. 
Dalam pengertian sempit dimaksud sebagai lawan dari opzet 
atau ”kelalaian” sebagai arti dari culpa juga dipakai, ”karena 
salahnya” jadi perlu keberhati-hatian dengan kata ”schuld” 
karena jika diartikan dengan pengertian luwes, akan mencakup 





Simons, menerangkan kealpaan ini sebagai berikut: 
”Umumnya kealpaan itu terjadi terdiri dari dua bagian, yaitu 
tak   berhati-hati melakukan sesuatu perbuatan, disamping 
dapat menduga akibat perbuatan itu. Tetapi meskipun sesuatu 
perbuatan dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga 
terjadi kealpaan, jika yang berbuat itu telah mengetahui, bahwa 
dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang 
dilarang Undang-undang”.  
 
Kealpaan ialah oleh karena melakukan perbuatan itu, 
meskipun telah mengetahui akibatnya. Dalam hal terakhir 
dalam sementara itu hanya dapat dianggap adanya tanggung 
jawab tentang kealpaan, kalau untuk melakukan perbuatan itu 
tak ada alasan yang patut dan yang dibuat tidak hanya dapat 
menghindarkan akibat itu melainkan bagaimanapun juga harus 
mengelakkannya.  
 
b) Bentuk-bentuk ”Kealpaan” 
Kealpaan/culpa, pada umumnya selain dengan 
pembagian atas culpa lata dan culpa levis juga dibedakan : 
(1) Bewuste schuld (culpa dengan kesadaran) 
Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul 
suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk 
mencegahnya akhirnya timbul juga masalah. 
Bewuste schuld (culpa dengan kesadaran) dengan dolus 
eventualis, dapat diketahui perbedaan dari pendapat  
Hazewinckel-Suringa sebagai berikut : 
Kealpaan dengan kesadaran, ini terdapat, kalau yang 
melakukan itu ingat akan yang berbahaya itu, tetapi toh 
berani melakukan tindakan itu oleh karena ia tidak yakin 
bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia akan bertindak 




(2) Onbewuste schuld (culpa tanpa kesadaran) 
Si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul 
suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang-undang, sedang ia seharusnya 
memperhitungkan akan timbulnya akibat. 
 
c) Yurisprudensi Tentang ”Kealpaan” 
Hoge Raad tanggal 3 januari 1934. 
Mengendarai sebuah mobil, sedang ia tidak dapat 
memperhitungkan akibat-akibat yang timbul karena telah 
minum alkohol terlalu banyak, telah berbuat ceroboh dan tidak 
hati-hati. Ia dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat-
akibat yang timbul dari perbuatannya. (Leden Marpaung, 
1991: 28-34) 
 
d)  Unsur-unsur ”Kealpaan” 
Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana tidak 
disebutkan arti kealpaan, maka para ahli memberikan doktrin, 
diantaranya VOS yang menyatakan bahwa culpa mempunyai 
dua elemen yaitu: 
(1) Mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si 
pembuat 
Yaitu mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti 
disini harus diletakkan adanya hubungan batin antara 
terdakwa dengan akibat yang akan timbul, bahkan perlu 
dicari hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan 





(2) Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang 
diperbuat atau tidak diperbuat. (Bambang Poernomo, 
1993:174) 
 
Menurut ketentuan Pasal 359 KUHP, tindak pidana 
kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, merupakan 
perbuatan yang dilakukan tidak dengan sengaja (tidak diinsyafi) 
dan karena kurang perhatian terhadap obyek yang dilindungi oleh 
hukum, atau tidak mengindahkan larangan hukum, tidak 
melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum, sebagai suatu 
jenis kesalahan menurut hukum  pidana. Dengan demikian delik 
culpa pada dasarnya merupakan delik yang bagi pembuatnya 
mempunyai tanggung jawab yang berdiri sendiri. (Bambang 
Poernomo, 1993:178) 
 
d. Alasan Penghapus Pidana dan Hal-hal yang meringankan dan 
Menberatkan Pemidanaan 
1)  Alasan-alasan penghapus pidana, menurut Moeljatno (2000:137) 
adalah : 
a) Alasan Pembenar 
Yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya 
perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu 
menjadi perbuatan yang patut dan benar 
b) Alasan Pemaaf 
Yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. 
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan 
hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia atau 




c)  Alasan Penghapus penuntutan 
Atas dasar utilitas atau kemanfaatan kepada masyarakat, 
sebaiknya tidak diadakan penuntutan, yang menjadi 
pertimbangan adalah kepentingan umum                         
(Moeljatno, 2000: 137) 
 
2)  Menurut MvT alasan penghapus pidana adalah : 
a) Alasan-alasan yang terdapat pada batin terdakwa yaitu pada 
Pasal 44 KUHP 
b) Alasan-alasan yang terdapat di luar batin terdakwa yaitu Pasal 
48-51 KUHP 
 
4. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan 
Salah satu masalah pokok di dalam hukum pidana adalah masalah 
pidana yang diancamkan dan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Masalah 
tersebut menyangkut jenis pidana, ukuran berat atau lemahnya pidana 
tersebut dan cara pelaksanaan pidana. Dalam kenyataannya, pidana selalu 
menimbulkan persoalan karena adanya dampak negatif baik bagi terpidana 
maupun bagi masyarakat luas. 
a.  Teori-teori Pemidanaan 
Dalam masalah pemberian pidana perlu diketahui tentang teori-
teori pemidanaan. Ada tiga golongan utama teori-teori pemidanaan 
untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu : 
1) Teori Absolut 
             Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 
telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana 
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merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu 
pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar 
pembenaran dari pidana terletak pada ada atau terjadinya kejahatan 
itu sendiri. 
2) Teori Relatif 
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan 
tuntutan dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai 
nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan 
masyarakat. Oleh karena itu teori inipun sering disebut teori 
tujuan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, 
melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. 
Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini biasa 
dibedakan antara istilah prevensi special dan prevenasi general 
atau sering juga dipergunakan istilah spesial deternce dan general 
deterence. Dengan prevensi special dimaksudkan pengaruh pidana 
terhadap terpidana.  
Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai pidana dengan 
mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan 
tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu 
berubah menjadi baik dan berguna bagi masyarakat dan negara. 
Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan teori 
reformasi atau rehabilitation. Dengan prevensi general 
dimaksudkan memberi dampak pengaruh pidana terhadap 
masyarakat umumnya. Arti pencegahan itu ingin dicapai oleh 
pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat 




3) Teori Gabungan  
Teori gabungan ini timbul karena adanya keberatan-
keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, yang 
menyatakan bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan 
unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban 
masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan 
menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan 
unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada. 
Disamping pembagian secara tradisional teori-teori 
pemidanaan seperti dikemukakan diatas, yakni teori absolut dan 
teori relatif, ada teori yang disebut teori gabungan (verenigings 
theorisen).  
Menurut  Rossi pada teori gabungan ini, ia menganggap 
bahwa pembalasan sebagai suatu asas dari pidana dan bahwa 
beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang 
adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai 
pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam 
masyarakat dan prevensi general  
Ada pula pengelompokan pengertian mengenai tujuan pidana 
menjadi dua kelompok yaitu aliran klasik dan aliran modern. 
Pada aliran klasik dipengaruhi paham indeterminisme yaitu 
suatu paham yang menganggap bahwa manusia mempunyai 
kehendak bebas (free will) dalam melakukan tindakannya. 




Sedangkan aliran modern dipengaruhi paham determinisme 
yaitu suatu paham yang menganggap bahwa manusia tidak 
mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya. 
Menurut Soedarto : ” Aliran klasik melihat terutama pada 
perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana yang 
dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut, sedangkan 
aliran modern pertama-tama meninjau perbuatannya dengan 
menghendaki individualisasi dari pidana, artinya dalam 
pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat 
secara ekstrim dapat dikatakan bahwa aliran dalam pemberian 
pidana lebih melihat kebelakang.” (Djisman Samosir, 1992: 28) 
b. Tujuan Pemidanaan itu ada dua, yaitu : 
Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan 
perbuatan yang tidak baik 
Untuk mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik 
menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan 
bermasyarakat dilingkungannya kelak. (Abdoel Djamali, 
2000:157) 
Sedangkan menurut ketentuan Pasal 10 KUHP bahwa pidana itu dapat 
berupa pidana pokok dan pidana tambahan,yaitu: 
1) Pidana Pokok  
a) Pidana mati, 
b) Pidana penjara, 
c) Kurungan, 
d) Denda. 
2) Pidana tambahan : 
a) Pencabutan hak-hak tertentu, 
b) Perampasan barang-barang tertentu, 
c) Pengumuman putusan hakim. 
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Pendapat Para Ahli Hukum Tentang Tujuan Pemidanaan 
Mengenai tujuan pidana ini, pada umumnya tujuan pemidanaan 
dapat dibedakan sebagai berikut : 
1)   Pembalasan atau pengimbalan atau retribusi 
Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan dijumpai dalam teori hukum 
pidana yang absolut, di dalam kebijakan itu sendiri terletak 
pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak 
dicapai. Teori pembalasan yang lebih modern menyatakan bahwa 
pembalasan di sini bukanlah sebagai tujuan sendiri melainkan 
sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara 
perbuatan dan pidana. 
2)   Memperbaiki tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat. 
Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk 
suatu tujuan yang bermanfaat, yaitu untuk melindungi masyarakat 
atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap yang 
dikenai dan juga terhadap masyarakat pada umumnya. (Sudarto , 
1981: 80 ) 
 
Dalam penjatuhan pidana,  maka yang akan mendapat pengaruh 
langsung dari penjatuhan pidana itu adalah orang yang dikenai pidana 
tersebut. Apabila dikategorikan jenis-jenis pelanggar hukum atau yang 
lebih dikenal dengan sebutan “ penjahat “, maka terdapat diantaranya 
penjahat yang melakukan kejahatan dengan : 
1) Kesadaran memang sudah merupakan pekerjaanya misalnya untuk 
orang yang sudah diupah untuk bayaran atau penjahat bayaran. 
2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut harus dilakukan sekalipun 
merupakan sebuah pelanggaran hukum. 
3) Kesadaran bahwa si pelaku tidak di beri kesempatan oleh 
masyarakat atau pekerjaan dalam masyarakat tidak bisa memberi 
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hidup sehingga lebih memilih  menjadi residivis. ( Ninik Widiyanti 
dan Yulius Wastika , 1987: 30 ). 
Kategori   di atas   terlihat   bahwa   ada   di antara penjahat  
yang melakukan kejahatannya dengan kesadaran penuh. Para Sarjana 
Hukum menyatakan bahwa hakekatnya tentang tujuan utama pemberian 
pidana terutama terhadap pelaku itu sendiri yaitu agar orang yang 
dijatuhi pidana menjadi jera dan tidak berbuat pidana lagi dan bagi orang 
lain, dengan adanya ancaman pidana akan menjadi takut untuk 
melakukan kejahatan, selain itu juga pemidanaan dimaksudkan untuk  
mendidik  atau memperbaiki orang-orang yang telah melakukan 
kejahatan agar dapat menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
pemberian pidana adalah untuk mencegah terjadinya lagi perbuatan 
pidana dan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. 
Atang Ranumeharjo (1983: 153) mengatakan bahwa : 
Pemberian pidana terhadap terdakwa adalah memberikan suatu rasa 
yang tidak enak, baik tertuju pada jiwa, kebebasan, harta benda, hak-hak 
ataupun terhadap kehormatannya sebagai pembalasan atas perbuatan 
yang telah dilakukannya sehingga ia akan bertobat dan tidak akan 
mengulangi perbuatannya lagi . 
 
Muladi dan Barda Nawawi (1998: 52 )  berpendapat  bahwa : 
Pemberian pidana terhadap terdakwa akan menimbulkan reaksi yang 
kontroversial sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif 
tergantung darimana kita memandangnya. 
 
Mengenai kejelasan dasar penjatuhan pidana, tujuan  pidana  atau 
kepentingan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana oleh hakim 
terhadap terdakwa yang bersangkutan yaitu : 
1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakannya norma 
hukum demi pengayoman masyarakat. 
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2) Memasyarakatkan pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 
menjadikannya orang yang baik dan berguna. 
3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat. 
4) Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana. 
Telah menjadi keharusan bahwa bagi setiap orang yang telah ditetapkan 
padanya suatu pidana untuk dijalankan, maka adalah wajib baginya 
untuk menjalankan hukuman tersebut, tetapi tidak semua orang yang 
dijatuhi hukuman pidana adalah orang yang jahat. Terkadang ada orang 
yang melakukan perbuatan pidana karena pada saat ia melakukan hal 
tersebut, keadaan saat itu tidak memungkinkannya untuk melakukan hal 
lain selain daripada itu. (Hermin , 1955: 35 ). 
 
Misalnya ia mencuri supaya bisa makan, perbuatan pidana yang 
dilakukannya tersebut sebenarnya bukanlah karena ia memang 
mempunyai bakat jahat. Terhadap orang-orang seperti itu apabila ia 
menjalankan pidananya di dalam penjara dan bergaul dengan para 
narapidana yang mempunyai sifat jahat untuk beberapa waktu lamanya, 
maka bukanlah hal yang mustahil apabila ternyata sekeluarnya ia dari 
penjara kelakuannya bukannya lebih baik dari sebelumnya tetapi malah 
lebih jahat, apalagi bila orang tersebut termasuk orang yang lemah dan 
mudah dipengaruhi. Apabila hal itu terjadi, maka yang menjadi tujuan 
utama pemberian pidana yaitu untuk memperbaiki tingkah laku 
seseorang dari yang tidak baik menjadi lebih baik tidak akan dirasakan 
hasilnya secara maksimal. Dalam hal seperti ini yang terjadi malah 
sebaliknya, dimana tadinya orang yang kelakuannya sebenarnya tidak 
jahat menjadi jahat setelah tinggal di penjara dan bergaul dengan para 
narapidana yang kemudian mempengaruhinya. Pendapat Sahardjo 
tentang tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut : “Di samping 
menimbulkan rasa derita  pada terpidana karena dihilangkan 
kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana untuk bertobat, mendidik 
supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang 




5.  Pengertian Tentang Pertimbangan Hakim 
 Sebelum penulis memberikan batasan mengenai pertimbangan 
hakim, maka penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan. Menurut 
kamus bahasa Indonesia ( 2000 : 1193) yang dimaksud dengan 
pertimbangan adalah : Pendapat, (tentang baik dan buruk).   
 Setelah memberikan uraian tentang pertimbangan, maka penulis 
akan memberikan pengertian tentang hakim. Hakim adalah orang yang 
bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara baik di tingkat 
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun di tingkat Kasasi. 
Mengenai pengertian hakim pada Pasal 31 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim adalah pejabat yang 
melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. 
Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 
adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, 
demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, sedangkan 
Pasal 28 ayat 2 UU No. 4 tahun 2004 dikatakan bahwa : Dalam 
mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan 
pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 
 Jadi yang dimaksud dengan pertimbangan hakim adalah hal-hal 
yang menjadi pertimbangan hakim sebelum hakim menjatuhkan putusan 
baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, ataupun ditingkat kasasi. 
Pertimbangan hakim ini bisa merupakan pertimbangan yang meringankan 



































Transportasi merupakan alat perhubungan yang sangat penting dalam 
menunjang pemerataan pembangunan, yang mana alat transportasi ini dapat 
memperlancar adanya arus mobilisasi masyarakat dan juga dapat membuat 
adanya pemerataan barang dan jasa hasil pembangunan, baik yang berada di 
perkotaan maupun perdesaan dan sebaliknya. 
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap adanya 
kendaraan sebagai alat transportasi membuat kendaraan semakin bertambah 
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1. Kendaraan air seperti kapal laut, speed board, kapal layar dan sebagainya. 
2. Kendaraan darat seperti sepeda, motor, mobil, truk, bus, dan truk yang 
beroda lebih dari enam. 
3. Kendaraan udara seperti pesawat terbang, helikopter, dan sebagainya. 
          Disini hanya akan kita bahas adalah jenis alat transportasi darat saja. 
Untuk alat transportasi darat  dalam hal ini maka membutuhkan pengaturan 
yang sangat ketat agar para pemakai jalan raya dapat saling menghormati. 
Namun dalam pemanfaatan jalan raya terkadang para pengendara kurang hati-
hati sehingga sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang 
berakibat matinya seseorang. 
Terhadap orang yang menyebabkan matinya orang dalam suatu kecelakaan 
lalulintas dikenakan ancaman sanksi pidana sebagaiman tersebut dalam Pasal 
359 KUHP, yang menyebutkan bahwa: 
” Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu 
tahun”. 
Kata culpa dalam arti luas adalah kesalahan pada umumnya, sedangkan 
dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan (Sudarto, 
1981:123). Kealpaan adalah kekurang hati-hatian terhadap obyek (yang 
dilindungi hukum) tersebut dengan tidak disadari (Moeljatno, 2000:199). 
Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada 
kesengajaan, akan tetapi bukan berarti kealpaan itu bebas dari hukum. 
Kesalahan atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai dua syarat : 
1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau 
kurang waspada. 
2.  Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan 
yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu (Moch. Anwar, 1986 :109) 
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Jadi tidak cukup dengan menyatakan bahwa suatu akibat timbul karena 
kelalaian seseorang dengan melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya, seorang 
mengemudikan mobil secara sembrono dan kurang hati-hati, hingga seorang 
pejalan kaki tertabrak. Dalam hal ini harus diselidiki masalah-masalah yang 
meliputi pengendara mobil tersebut, misalnya : 
1.  Segi Sarana        : Kesempurnaan rem mobil, kemudi mobil; 
2.  Segi Subyek       : Keadaan orangnya; mabuk, sakit, atau sehat; 
3 Segi Kecepatan :  Cepat, sedang atau lambat; 
4. Segi Alam         : Keadaan lalu-lintas dijalan, ramai, atau sepi; 
5. Segi Prasarana : Kondisi jalannya, bagus, berlobang, atau bergelombang; 
dan sebagainya. 
Dengan keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku dapat 
dikatakan kurang hati-hati atau kurang waspada mengendarai mobil dan ia 
tidak melakukan usaha-usaha atau tindakan untuk mencegah akibat itu, akibat 
mana sebelumnya dapat dibayangkan sesuai dengan kemampuan akal sehat 
yang dimilikinya. 
Maka dapatlah ia dinyatakan melakukan perbuatan yang karena 
kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain. Matinya tersebut terjadi karena 
perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati, dan matinya orang tersebut bukan 
sesuatu yang dikehendaki oleh si pelaku. 
Maka akan timbul suatu pertanyaan sampai dimanakah ada kurang 
berhati-hati sipelaku,sehingga ia harus dihukum. Hal kesengajaan tidak 
menimbulkan pertanyaan seperti ini, oleh karena kesengajaan adalah suatu 
keadaan batin yang tegas dari diri si pelaku. Berbeda dengan kurang berhati-
hati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Ada orang yang dalam melakukan 
pekerjaannya sangat berhati-hati, ada yang tidak begitu berhati-hati, ada yang 
kurang berhati-hati, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan yang 
menimbulkan kerugian bagi orang lain. 
Untuk selanjutnya hakim didalam menerapkan Pasal 359 KUHP ini, 
terhadap seseorang karena kealpaannya yang menyebabkan matinya orang lain 
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dalam kecelakaan lalulintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor 
yang berasal dari dalam diri hakim maupun faktor yang berasal dari luar diri 
hakim yang menjadi Pertimbangan hakim sebelum sanksi pidana tersebut 
dijatuhkan. Hal ini juga sudah ada dalam ketentuan peraturan perUndangan-
undangan yaitu dalam Pasal 28 ayat 1 & 2, UU No. 4 Tahun 2004 yang 
berbunyi : 
1  Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
2 Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim waib 
























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Perumusan Masalah Penerapan Pasal 359 KUHP terhadap Pengemudi 
Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain Dalam Kasus Kecelakaan Lalu-
lintas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo 
Suatu putusan Hakim dalam kasus kecelakaan lalu-lintas sering kali 
menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab keadilan yang dirasakan 
masyarakat sering kali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini 
tergantung dari sisi mana masyarakat memandangnya, dipandang dari sisi 
pelaku dirasakan putusan Hakim teramat berat, sebaliknya kalau dipandang 
dari sisi keluarga korban dirasakan terlalu ringan. 
Penerapan Pasal 359 KUHP  dalam kasus kecelakaan lalu-lintas sangat 
bervariatif,  hal ini dikarenakan tiap-tiap pelaku memiliki tingkat kesalahan 
yang berbeda, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan 
terhadap pelaku tindak pidana menggunakan berbagai pertimbangan dari 
berbagai unsur. 
Pasal 359 KUHP yang berbunyi ”Barang siapa karena kealpaannya 
menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Hal ini menandakan bahwa 
kealpaan juga merupakan suatu kesalahan yang menjadi dasar untuk 
menjatuhkan pidana kepada seseorang. 
Adapun unsur-unsur Pasal 359 KUHP tersebut adalah : 
1. Matinya orang disini tidak dimaksud / dikehendaki sama sekali oleh 
terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada 
kurang hati-hati. Namun apabila matinya orang tersebut dimaksud oleh 
terdakwa, maka disini ada unsur kesengajaan dan akan dikenakan Pasal 
338 KUHP yang ancaman pidananya penjara paling lama 15 tahun. 
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2. ”Karena salahnya” disini sama dengan kurang hati-hati, lalai, sembrono, 
alpa, kurang penghati-hatian. 
Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan contoh perkara kealpaan yang 
menyebabkan matinya orang lain, sehingga bagaimana penerapan Pasal 359 
KUHP bagi seseorang yang menyebabkan matinya orang lain pada kecelakaan 
lalu-lintas oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
1.    KASUS   I 
Putusan Nomor : 187/Pid.B/2007/PN.Sukoharjo 
Nama   :  TRIYONO BIN SARIMAN 
Tempat Lahir  :  Wonogiri 
Umur/tgl lahir  : 42 tahun / 12 Mei 1965 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kewarganegaraan : Indonesia 
Tempat Tinggal   : Dk. Karangasem Rt. 03/08, kel. Karangasem, 
kecamatan Laweyan, Surakarta 
Agama  : Islam 
Pekerjaan  : Sopir 
- Dakwaan : 
Bahwa ia terdakwa TRIYONO bin SARIMAN pada hari selasa tanggal 17 
Juli 2007. sekitar jam 05.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 
2007 bertempat di jalan raya kartosuro- klaten Km.13 tepatnya didepan 
rumah bapak Achmad Hadiyanto kel. Pucangan Rt. 01/07, kec. Kartosuro 
kab. Sukoharjo. Karena kealpaannya menyebabkan matinya  orang lain 
yaitu korban WALIDI WONGSO REJO, yaitu:  
Pada selasa tanggal 17 Juli tahun 2007 sekira jam 04.35 WIB terdakwa 
TRIYONO BIN SARIMAN mengendarai/ mengemudikan KBM Bus PO 
Sedya Utama berangkat dari terminal Tirtonadi Solo menujuYogyakarta 
dengan membawa penumpang  11 ( sebelas) orang termasuk korban 
WALIDI WONGSO REJO dalam perjalanan menuju Yogyakarta, pada 
saat sampai sekitar markas Kopasus Kartosuro saksi MUHAMI selaku 
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kondektur memberi aba-aba untuk berhenti karena ada penumpang yang 
akan turun, selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraan di depan 
sebelah selatan Markas Kopasus pada sekitar jam 05.00 WIB dan 
kemudian ada seoang penumpang yang turun dan setelah turun dan 
terdakwa bermaksud menjalankan kembali kendaraannya padahal saat itu 
terdakwa menghentikan kendaraannya terlalu mepet dan saat berjalan 
angkatan awal bodi samping kiri menyenggol korban WALIDI WONGSO 
REJO sehingga terjatuh kejalan kemudian terlindas ban belakang Bus PO 
Sedya Utama No. POLISI  AD- 1727- CG yang dikemudikan oleh 
terdakwa, setelah mengetahui/ merasa ada yang terlindas oleh ban 
belakang bus yang dikemudikannya, terdakwa kemudian menghentikan 
kendaraannya dan memerintahkan saksi MUHAMI (kondektur) untuk 
melihat apa yang trjadi, selanjutnya setelah diberitahu oleh MUHAMI 
bahwa ada yang terlindas bus kemudian terdakwa memerintahkan seluruh 
penumpang turun dan dipindahkan ke Bus lain dan terdakwa kemudian 
membawa korban ke Rumah sakit Islam Surakarta dengan menggunakan 
bus tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan perawatan satu minggu 
yaitu pada hari selasa tanggal 24 Juli 2007 korban WALIDI WONGSO 
REJO meninggal dunia, dan berdasarkan visum et Repertum 
Nomor:1707/A6/ DIRMED /VII/ 2007 tertanggal 14 Agustus 2007 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Suryo Darmawan dokter pada rumah 
sakit Islam Surakarta. Dengan tanda ada luka robek tidak beraturan pada 
telapak tangan kanan dengan tanda-tanda patah tulang luka robek pada 
angkle (tungkai) kaki kanan dengan tanda-tanda patah tulang pada angkle 
dan paha 1/3 tengah serta kulit kaki kiri mengelupas dari bawah lutut 
sampai mata kaki kiri. Pasien meninggal dunia dalam perawatan di ICU 
tanggal 24-07-2007 jam 8.05. perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 






Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
memutuskan : 
a. Menyatakan terdakwa TRIYONO Bin SARIMAN  bersalah melanggar 
Pasal 359 KUHP 
b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TRIYONO Bin SARIMAN  
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama 
terdakwa berada dalam tahanan. 
c. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1(satu) unit KBM Bus PO. Sedya Utama NO.Pol. AD 1727 CG 
tahun 1984 warna putih beserta STNKnya dikembalikan kepada 
yang berhak (PO. Sedya Utama) 
- Dan 1 (satu) lembar SIM B II Umum Nomor 650514410579 an. 
TRIYONO Dikembalikan kepada Terdakwa TRIYONO.  
d. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 
Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan melanggar 
ketentuan pasal 359 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut: 
2. Unsur barangsiapa: ” Barangsiapa” disini adalah orang (person) selaku 
subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan 
orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. 
3. Unsur karena kealpaannya: kealpaan disini adalah suatu tindakan atas 
sikap yang kurang hati- hati atau lalai atau kurang perkiraan yang 
dapat membahayakan terhadap orang lain.  
4. Unsur menyebabkan matinya orang lain: matinya orang lain disini 
bukan dikehendaki oleh terdakwa.  
Hal- hal yang memberatkan terdakwa: 




Hal- hal yang meringankan terdakwa: 
1. Belum pernah dihukum. 
2. Berlaku sopan dipersidangan dan megakui terus terang perbuatannya. 
3. Menyesali perbuatannya. 
4. Punya tanggungan keluarga terhadap istri dan anak- anaknya. 
5. Telah adanya perdamaian antar terdakwa dengan keluarga korban. 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa TRIYONO Bin SARIMAN telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Karena kealpaannya 
menyebabkan orang lain mati” 
2. Memidana terdakwa oleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 
9(sembilan) bulan. 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
a.  1 ( satu) unit KBM Bus PO. Sedya Utama Nopol AD 1727 CG tahun 
1984 warna putih. 
b. 1 (satu) lembar STNK KBM Bus PO. Sedya Utama Nopol AD 1727 
CG; Dikembalikan kepada pengurus Bus PO. Sedya Utama. 
c. 1 (satu) lembar SIM B II Umum Nomor 650514410579 An. TRIYONO 
Dikembalikan kepada terdakwa. 
6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500 










Analisis Kasus I 
Kasus ini telah memenuhi teori pemidanaan gabungan karena 
tujuan pemidanaan menghubungkan antara prinsip-prinsip pembalasan 
dengan prinsip-prinsip tujuan yang bermanfaat, sehingga penjatuhan 
putusan pidana  ini tidak hanya bertujuan sekedar untuk pembalasan dan 
tujuan. Pembalasan ini berarti bahwa pidana tidak bertujuan yang praktis 
untuk memperbaiki penjahat tetapi pidana dijatuhkan karena orang telah 
melakukan kejahatan atau perbuatan pidana. Setiap kejahatan berakibat 
dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan tuntutan 
mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 
telah melakukan kejahatan, karena pembenaran dari pidana terletak dari 
adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Tujuan ini berarti bahwa 
pidana tidak sekedar pembalasan saja karena orang telah melakukan 
perbuatan pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang 
bermanfaat antara lain untuk mencegah agar orang-orang tidak 
melakukan perbuatan pidana. Teori ini bertujuan untuk 
menyelenggarakan tertib masyarakat, khususnya tertib di dalam berlalu-
lintas di jalan raya. Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan 
yang paling utama pidana  yang dijatuhkan kepada terpidana adalah 
untuk perbaikan terpidana merupakan tujuan yang paling penting 
sehingga diadakannya syarat-syarat khusus dan pengawasan khusus 
merupakan hal yang mutlak yang perlu dipertahankan.  
Hal ini terbukti bahwa hakim telah menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa Triyono Bin Sariman dengan hukuman penjara 9 ( sembilan ) 
bulan. Karena unsur kealpaan dari terdakwa Triyono Bin Sariman yaitu 
ketika terdakwa Triyono Bin Sariman menurunkan penumpang yang 
bernama Walidi Wongso, yang terlalu mepet kekiri, dan sewaktu 
kembali berjalan, pada awal jalan tidak memperhatikan penumpangnya 
yang tadi turun dan berada disebelah kiri bisnya, sehingga bodi kiri bus 
yang dikemudikan terdakwa Triyono Bin Sariman menyenggol korban 
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Walidi Wongso, lalu jatuh terlindas oleh bis yang dikemudikan 
terdakwa.  
Hal ini tidak akan terjadi seandainya saja terdakwa Triyono Bin 
Sariman dalam menurunkan penumpangnya tidak terlalu mepet kekiri 
dan sewaktu kembali berjalan mau memperhatikan kaca spion kiri, untuk 
memastikan apakah penumpang yang berada disisi kiri bis dalam 
keadaan aman, tidak tersenggol, sehingga kecelakaan ini tidak terjadi 
atau dapat dihindarkan. 
Memperhatikan tentang uraian kasus tersebut, maka syarat umum  
dalam perkara ini hakim memutuskan berdasarkan ketentuan Pasal 359 
KUHP yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal 
dunia yang unsur-unsurnya sebagai berikut :  
 
1. Unsur barang siapa 
Unsur barang siapa adalah orang atau subyek hukum yang 
melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum.  
Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai 
berikut : 
Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah 
terdakwa Triyono Bin Sariman yang telah ditanyakan identitasnya 
dimuka persidangan ternyata sama dan sesuai dengan identitas 
Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum. 
Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.  
2. Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia 
Kealpaan adalah kurang hati-hati sehingga yang bersangkutan 
tidak pernah memperhitungkan akan terjadinya suatu keadaan karena 
kelalaian. 




Terdakwa Triyono Bin Sariman mengendarai / mengemudikan KBM 
Bus PO Sedya Utama  berangkat dari terminal Tirtonadi Solo menuju 
Yogyagkarta dengan membawa penumpang 11 (sebelas) orang 
termasuk korban Walidi Wongso Rejo. Dalam perjalanan menuju 
yogyakarta pada saat sampai sekitar markas Kopasus Kartosuro saksi 
MUHAMI selaku kondektur memberi aba-aba untuk berhenti karena 
ada penumpang yang akan turun, selanjutnya terdakwa menghentikan 
kendaraan di depan sebelah selatan Markas Kopasus pada sekitar jam 
05,00 WIB dan kemudian ada seorang penumpang yang turun dan 
setelah turun dan terdakwa bermaksud menjalankan kembali 
kendaraannya padahal saat itu terdakwa menghentikan kendaraannya 
terlalu mepet dan saat berjalan angkatan awal bodi samping kiri 
menyenggol korban WALIDI WONGSO REJO sehingga terjatuh 
kejalan kemudian terlindas ban belakang Bus PO Sedya Utama No. 
POLISI  AD- 1727- CG yang dikemudikan oleh oleh terdakwa, 
setelah mengetahui/ merasa ada yang terlindas oleh ban belakang bus 
yang dikemudikannya, terdakwa kemudian menghentikan 
kendaraannya dan memerintahkan saksi MUHAMI (kondektur) 
untuk melihat apa yang terjadi, selanjutnya setelah diberitahu oleh 
MUHAMI bahwa ada yang terlindas bus kemudian terdakwa 
memerintahkan seluruh penumpang turun dan dipindahkan ke Bus 
lain dan terdakwa kemudian membawa korban ke Rumah sakit Islam 
Surakarta dengan menggunakan bus tersebut. Selanjutnya setelah 
mendapatkan perawatan satu minggu yaitu pada hari selasa tanggal 
24 Juli 2007 korban WALIDI WONGSO REJO meninggal dunia, 
dan berdasarkan visum et Repertum Nomor:1707/A6/ DIRMED /VII/ 
2007 tertanggal 14 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani 
oleh dr. M. Suryo Darmawan dokter pada rumah sakit Islam 
Surakarta 
Kejadian ini tidak akan terjadi seandainya terdakwa Triyono Bin 
Sariman dalam menurunkan penumpangnya tidak terlalu mepet 
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kekiri dan sewaktu kembali berjalan mau memperhatikan kaca spion 
kiri, untuk memastikan apakah penumpang yang berada disisi kiri bis 
dalam keadaan aman, tidak tersenggol, sehingga kecelakaan yang 
mengakibatkan matinya orang lain tidak terjadi atau dapat 
dihindarkan 
Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa 
unsur kedua telah pula terpenuhi. 
Berdasarkan  hasil putusan  tersebut, hakim sebelum menjatuhkan 
putusannya terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa seperti yang 
termuat dalam Pasal 197 ayat (1) butir f  KUHAP bahwa : “ Pasal peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan  atau  tindakan  dan  
pasal  peraturan  perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 
putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. “    
Adapun dari perkara ini faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim 
adalah : 
- Pertimbangan yang meringankan : Terdakwa Belum pernah dihukum, 
Berlaku sopan dipersidangan dan megakui terus terang perbuatannya, 
Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa punya tanggungan 
keluarga terhadap istri dan anak- anaknya, dan Telah adanya perdamaian 
antar terdakwa dengan keluarga korban. 
-  Pertimbangan yang memberatkan : Akibat dari kelalaian terdakwa telah 
menimbulkan duka bagi keluarga yang ditinggalkan. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang 
diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa 
sendiri yang semuanya menunjukkan adanya persesuaian yang dilakukan 
terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Pasal 359 KUHP 
yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. 
 Apabila dibandingkan dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan yang diatur dalam undang-undang, maka 
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dalam perkara ini yang menjadi pertimbangan hakim lebih berdasarkan pada 
keadaan pribadi terdakwa sehingga hakim   menjatuhkan   putusan  pidana 
yang ringan  karena adanya unsur kealpaan. 
 Dalam kasus ini Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 
selama 9 (sembilan) bulan, dimana sebelumnya terdakwa telah ditahan, karena 
dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, dan matinya orang disini 
disebabkan oleh kesalahan yang banyak diakibatkan oleh terdakwa, yang tidak 
berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya disaat menurunkan 
penumpang, mengingat usia terdakwa yang sudah cukup dewasa dan 
berpengalaman. 
 Menurut penulis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana lebih 
dari 9 (sembilan) bulan penjara,  karena penyebab terjadinya kecelakaan lalu-
lintas tersebut diakibatkan oleh karena kelalaian  atau kealpaan dari pelaku 
saat menurunkan penumpangnya. 
 
2.   KASUS  II 
Putusan Nomor : 212/Pid.B/2007/PN.Sukoharjo 
Nama   :  HADI  SUTARNO BIN SOMO MARKAM 
Tempat Lahir  : Semarang 
Umur/tgl lahir  : 57 tahun / 10 juli 1955 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kewarganegaraan : Indonesia 
Tempat Tinggal  : Banjaran  Rt. 01/02, kel. Ngasinan, kecamatan 
Susukan, Kabupaten Sukoharjo 
Agama  : Islam 






- Dakwaan : 
Bahwa ia terdakwa HADI  SUTARNO BIN SOMO MARKAM pada hari 
Selasa tanggal 26 Juni 2007 sekitar pukul 07.15 Wib, bertempat di jalan 
Umum Kartosuro – Klaten, tepatnya di depan bengkel mobil Mega 
Merapi, kelurahan Pucangan, kecamatan kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, 
karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, perbuatan tersebut 
dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada awalnya 
terdakwa mengendarai sepeda motor Honda No.Pol. AD-5436-SV yang 
berboncengan dengan saksi Sutarti dari Klaten dengan tujuan ke Salatiga 
melewati Jatinom Klaten dan selanjutnya lewat di Pucangan, Kartosuro 
melalui jalan kampung, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor 
dari arah barat ke timur dari kampung menuju ke jalan raya, setelah masuk 
jalur utama dengan kondisi jalan lurus beraspal halus, cuaca cerah pagi 
hari dan arus lalu-lintas sepi, terdakwa membelok ke arah kiri atau arah 
utara dan pada waktu itu terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor 
Honda No.Pol AD-4789-BM dari jalur utama yang dikendarai oleh korban 
Masruri dari arah selatan ke utara tetapi secara mendadak tiba-tiba 
terdakwa tanpa memberi isyarat langsung menyeberang dari arah barat ke 
timur dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam dengan menggunakan gigi 3 
yang mengakibatkan roda depan sepeda motor Honda No.Pol AD-4789-
BM yang dikendarai oleh korban Masruri menabrak roda belakang sepeda 
motor NO. Pol.AD-5436-SV yang dikendarai oleh terdakwa, akibat dari 
benturan tersebut korban Masruri meninggal dunia sebagaimana Visum Et 
Repertum No: 1.678/A-6/DIRMED/VIII/2007 tertanggal 31 juli 2007  
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Tri Wigati, dokter pada 
Rumah Sakit Islam Surakarta, dengan kesimpulan luka robek di kepala 
belakang 2x1x1 cm, pendarahan di lubang hidung kiri, jejas di ulu hati, 
luka memar dan luka lecet di bahu kanan, luka lecet di tangan kiri, luka 
lecet di lutut kanan dan kaki kiri, luka lecet dan luka memar di punggung, 
luka lecet di pantat kanan. 
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
359 KUHP. 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
memutuskan : 
a. Menyatakan terdakwa HADI  SUTARNO BIN SOMO MARKAM 
bersalah melanggar Pasal 359 KUHP 
b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HADI  SUTARNO BIN 
SOMO MARKAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 
(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 
c. Menyatakan barang bukti berupa : 
1) 1(satu) unit Spm Honda No.Pol.AD-4789-BM beserta STNKnya 
2) Dan 1 (satu) lembar SIM C an.MASRURI 
dikembalikan kepada saksi Adik Fanani 
3)  1(satu) unit Spm Honda No. Pol.AD-5436-SV beserta STNKnya 
dikembalikan kepada Terdakwa 
d. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 
Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum  melanggar 
Pasal 359 KUHP  dengan Unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Karena kealpaannya atau kelalaiannya yaitu kekurang hati-hatian atau 
lalai, atau kurang waspada, sembrono, teledor 
b. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu unsur yang 
menjadi musabab langsung dari keadaan-keadaan karena kealpaan dari 
pelaku. 
Hal-hal yang memberatkan ; 
- Perbuatan terdakwa telah membuat orang lain berduka 
Hal-hal yang meringankan  : 
a. Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya 
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b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar 
jalannya persidangan 
c. Terdakwa juga mengalami cacat dan luka fisik 
d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 
 
MENGADILI : 
1. Menyatakan Terdakwa HADI  SUTARNO BIN SOMO MARKAM 
tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana ”Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain 
Mati”. 
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 
(sepuluh) bulan. 
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan 
seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa :.............. dikembalikan kepada yang 
berhak. 
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah). 
 
Analisis Kasus II 
Kasus ini telah memenuhi teori pemidanaan gabungan karena 
tujuan pemidanaan menghubungkan antara prinsip-prinsip pembalasan 
dengan prinsip-prinsip tujuan yang bermanfaat, sehingga penjatuhan 
putusan pidana  ini tidak hanya bertujuan sekedar untuk pembalasan dan 
tujuan. Pembalasan ini berarti bahwa pidana tidak bertujuan untuk yang 
praktis untuk memperbaiki penjahat tetapi pidana dijatuhkan karena 
orang telah melakukan kejahatan atau perbuatan pidana. Setiap kejahatan 
berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku pidana merupakan 
tuntutan mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang 
  
67 
yang telah melakukan kejahatan, karena pembenaran dari pidana terletak 
dari adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Tujuan ini berarti 
bahwa pidana tidak sekedar pembalasan saja karena orang telah 
melakukan perbuatan pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu 
yang bermanfaat antara lain untuk mencegah agar orang-orang tidak 
melakukan perbuatan pidana. Teori ini bertujuan untuk 
menyelenggarakan tertib masyarakat, khususnya tertib didalam berlalu-
lintas di jalan raya. Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan 
yang paling utama pidana  yang dijatuhkan kepada terpidana adalah 
untuk perbaikan terpidana merupakan tujuan yang paling penting 
sehingga diadakannya syarat-syarat khusus dan pengawasan khusus 
merupakan hal yang mutlak yang perlu dipertahankan. Hal ini terbukti 
bahwa hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hadi  Sutarno 
Bin Somo Markam dengan hukuman penjara 10 ( sepuluh ) bulan.  
Memperhatikan tentang uraian kasus tersebut, syarat umum  
dalam perkara ini hakim memutuskan berdasarkan ketentuan Pasal 359 
KUHP yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal 
dunia yang unsur-unsurnya sebagai berikut :  
1. Unsur barang siapa 
Unsur barang siapa adalah orang atau subyek hukum yang 
melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum.  
Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai 
berikut : 
Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah 
terdakwa Hadi  Sutarno Bin Somo Markam yang telah ditanyakan 
identitasnya dimuka persidangan ternyata sama dan sesuai dengan 
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identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum. 
Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.  
2.  Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia 
Kealpaan adalah kurang hati-hati sehingga yang bersangkutan 
tidak pernah memperhitungkan akan terjadinya suatu keadaan karena 
kelalaian. 
Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai 
berikut : 
Terdakwa HADI  SUTARNO BIN SOMO MARKAM pada hari 
Selasa tanggal 26 Juni 2007 sekitar pukul 07.15 Wib, bertempat di 
jalan Umum Terdakwa HADI  SUTARNO BIN SOMO MARKAM 
jalan kampung, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dari 
arah barat ke timur dari kampung menuju ke jalan raya, setelah 
masuk jalur utama dengan kondisi jalan lurus beraspal halus, cuaca 
cerah pagi hari dan arus lalu-lintas sepi, terdakwa membelok ke arah 
kiri atau arah utara dan pada waktu itu terdakwa melihat ada 
pengendara sepeda motor Honda No.Pol AD-4789-BM dari jalur 
utama yang dikendarai oleh korban Masruri dari arah selatan ke utara 
tetapi secara mendadak tiba-tiba terdakwa tanpa memberi isyarat 
langsung menyeberang dari arah barat ke timur dengan kecepatan 
sekitar 50-60 km/jam dengan menggunakan gigi 3 yang 
mengakibatkan roda depan sepeda motor Honda No.Pol AD-4789-
BM yang dikendarai oleh korban Masruri menabrak roda belakang 
sepeda motor NO. Pol.AD-5436-SV yang dikendarai oleh terdakwa, 
akibat dari benturan tersebut korban Masruri meninggal dunia 
sebagaimana Visum Et Repertum No: 1.678/A-
6/DIRMED/VIII/2007 tertanggal 31 juli 2007  yang dibuat dan 
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ditandatangani oleh dr. Hj. Tri Wigati, dokter pada Rumah Sakit 
Islam Surakarta. 
Kejadian ini tidak akan terjadi seandainya Terdakwa HADI  
SUTARNO BIN SOMO MARKAM  dalam mengemudikan 
motornya, sewaktu hendak berbelok dari arah barat ke timur, mau 
memperhatikan keadaan dibelakangnya, melihat spion sebelah kanan 
apakah ada kendaraan lain yang melaju, dan memberi isyarat lampu 
sein ketika hendak berbelok sehingga kendaraan dibelakangnya 
mengetahui maksud dan arah yang dituju Terdakwa HADI  
SUTARNO BIN SOMO MARKAM. Apabila hal ini dilakukan maka 
kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang lain tidak terjadi atau 
dapat dihindarkan, dengan kata lain korban Masruri yang saat itu 
sedang mengendarai kendaraan, dapat menghindar karena sudah 
mengetahui posisi arah lawannya, sehingga kecelakaan tersebut dapat 
dihindarkan. 
Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa 
unsur kedua telah  terpenuhi. 
Berdasarkan  hasil putusan  tersebut, hakim sebelum menjatuhkan 
putusannya terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa seperti yang 
termuat dalam Pasal 197 ayat (1) butir f  KUHAP bahwa : “ Pasal peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan  atau  tindakan  dan  
pasal  peraturan  perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 





Adapun dari perkara ini faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim 
adalah : 
- Pertimbangan yang meringankan : Terdakwa Belum pernah dihukum, 
Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya, 
Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya 
persidangan, Terdakwa juga mengalami cacat dan luka fisik, Terdakwa 
mempunyai tanggungan keluarga. 
-  Pertimbangan yang memberatkan : Akibat dari kelalaian terdakwa telah 
menimbulkan duka bagi keluarga yang ditinggalkan. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang 
diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa 
sendiri yang semuanya menunjukkan adanya persesuaian yang dilakukan 
terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Pasal 359 KUHP 
yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. 
 Apabila dibandingkan dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan yang diatur dalam undang-undang, maka 
dalam perkara ini yang menjadi pertimbangan hakim lebih berdasarkan pada 
keadaan pribadi terdakwa sehingga hakim   menjatuhkan   putusan  pidana 
yang ringan  karena adanya unsur kealpaan. 
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Dalam kasus ini Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 
selama 10 (sepuluh) bulan, dimana sebelumnya terdakwa telah ditahan, karena 
dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, dan matinya orang disini 
disebabkan oleh kesalahan yang banyak diakibatkan oleh terdakwa, yang tidak 
berhati-hati. 
 Menurut penulis, Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 10 
(sepuluh) bulan penjara,  karena Usia Terdakwa yang telah masuk usia tua (57 
Tahun) dan mempunyai tanggungan keluarga serta mengalami cacat. 
 Dari ringkasan peristiwa tersebut terungkap bahwa akibat kecerobohan 
pelaku dengan sengaja tanpa membei isyarat membelokkan  kendaraannya 
dari kiri ke kanan dengan secara mendadak langsung menyebrang dengan 
kecepatan sekitar 50-60 km/jam dengan akibat korban Masruri meninggal 
dunia. Adanya kejadian ini sangat merugikan orang lain yaitu dengan 
menyebabkan orang lain mati. Walaupun matinya orang lain ini tidak 
dikehendaki oleh Terdakwa. 
Dari kedua kasus tersebut diatas dapat penulis ambil simpulan bahwa 
Majelis Hakim dalam mengambil keputusan adalah sangat  variatif,  dimana 
perbedaan itu tampak pada putusan sanksi pidana yang dijatuhkan. Walaupun 
kasus yang dihadapi oleh majelis hakim ini sama yaitu Pasal 359 KUHP, 
tetapi dalam menerapkan sanksi pidana jelas terlihat perbedaannya. Hal ini 
terletak pada tingkat kelalaiannya, seperti pada kasus I, terdakwa 
menghentikan kendaraannya terlalu mepet dan saat berjalan angkatan awal 
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bodi samping kiri menyenggol korban WALIDI WONGSO REJO sehingga 
terjatuh ke jalan kemudian terlindas ban belakang Bus PO Sedya Utama No. 
POLISI  AD- 1727- CG yang dikemudikan oleh oleh terdakwa yang berakibat 
korban meninggal dunia. Dan pada kasus II Pelaku dengan sengaja tanpa 
memberi isyarat membelokkan  kendaraannya dari kiri ke kanan dengan secara 
mendadak langsung menyebrang dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam 
dengan akibat korban Masruri motornya menabrak roda belakang kendaraan 
terdakwa, lalu jatuh dan setelah dibawa ke rumah sakit, akhirnya korban 
meninggal dunia. 
 
B. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menerapkan 
Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang 
lain dalam kasus kecelakaan Lalu-lintas di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri 
Sukoharjo yaitu bapak Subiharta, SH.,M.Hum.dan bapak Didit Susilo 
Guntono, SH., pada saat penelitian tanggal 23 januari 2008, terdapat hal-hal 
yang menjadi pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan Terdakwa yaitu:  
1. Faktor-faktor yang meringankan hukuman yaitu: 
a. Terdakwa belum pernah dihukum 
Belum pernah dihukumnya seorang terdakwa, hal ini membuktikan 
bahwa terdakwa bukan merupakan seorang penjahat kambuhan atau 





b. Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya. 
Adanya suatu pengakuan dari Terdakwa yang secara terus terang 
terhadap perbuatan yang dilakukan, khususnya dalam kasus 
kecelakaan lalu-lintas dapat membuat pemeriksaan di persidangan 
dapat berjalan dengan lancar. 
c. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan 
Sikap sopan yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada majelis hakim 
dalam persidangan membuktikan bahwa Terdakwa menghormati 
proses pengadilan, sehingga akan timbul suatu tanggapan yang positif 
dari majelis Hakim terhadap Terdakwa, yang tentunya dapat 
meringankan Terdakwa dari hukuman.  
d. Terdakwa menyesali perbuatannya. 
Adanya suatu penyesalan yang diwujudkan dalam suatu pengakuan 
dari Terdakwa, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa benar-benar 
menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi 
perbuatannya. 
e. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 
Apabila Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga tentunya 
terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya, yang apabila 
Terdakwa ditahan dalam waktu yang cukup lama, maka dikhawatirkan 
keluarganya akan terlunta-lunta, hal inilah yang menjadi salah-satu 
faktor meringankan Terdakwa dari hukuman. 
f. Terdakwa sebagai satu-satunya sumber kehidupan keluarga 
Apabila Terdakwa ditahan dalam waktu yang cukup lama maka 
dikhawatirkan keluarga terdakwa akan kesulitan dalam membiayai 
roda rumah tangganya, istri/suami, dan atau anak-anaknya hidupnya 
akan semakin kekurangan karena sumber kehidupan keluarganya harus 
menjalani pidana penjara yang lama. Maka hal ini juga menjadi salah 





g. Usia Terdakwa masih muda 
Usia Terdakwa yang masih muda menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana penjara, hal ini untuk memberikan kesempatan 
kepada terdakwa agar jangan sampai cita-cita dan masa depannya 
tidak tercapai, usia muda juga merupakan salah satu generasi penerus 
bangsa yang diharapkan dapat berhasil. 
h. Terdakwa telah  lanjut Usia. 
Usia yang terlalu lanjut bagi seorang Terdakwa menjadi pertimbangan 
hakim, karena hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk 
menikmati hari tuanya dengan baik, tidak dengan pesakitan. Selain itu 
usia terlalu lanjut di khawatirkan tidak dapat bertahan  dalam 
menjalankan masa hukumannya. 
i. Adanya Perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban 
Suatu Perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan 
memberikan bantuan, santunan ataupun membayarkan seluruh biaya-
biaya yang telah dikeluarkan korban, tentunya akan mengurangi dan 
mengobati kepedihan hati keluarga korban, yang dapat memberikan 
maaf kepada Terdakwa mejadi salah-satu faktor meringankan 
hukuman.  
j. Terdakwa juga mengalami cacat dan luka fisik 
Apabila Terdakwa juga mengalami cacat dan luka fisik sehingga 
menurut penilaian Hakim, bahwa sebelum pidana dijatuhkan tentunya 
Terdakwa juga sudah merasakan suatu penderitaan fisik yang 
dirasakan sangat berat dan memukul jiwanya. 
k. Kesalahan Terdakwa dinilai bukan unsur kesengajaan melainkan unsur 
kealpaan 
unsur kealpaan merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki 
oleh batin siTerdakwa, hal ini berbeda dengan unsur kesengajaan yang 
mempunyai 2 unsur yaitu mengetahui dan menghendaki, tentunya 
unsur kealpaan ini merupakan salah satu faktor meringankan  
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hukuman yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu 
putusan pidana terhadap seorang Terdakwa. 
 
2. Faktor-faktor yang memberatkan hukuman yaitu : 
a. Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus yang sama 
Merupakan suatu pertimbangan hakim, bahwa selama ini terdakwa 
tidak mau bertobat dan menyesalinya dengan sungguh-sungguh, 
bahkan mengulangi kejahatan yang telah diperbuatnya sama seperti 
seorang Residivice.  
Seorang recidive dapat dikatakan tidak ”kapok” meskipun sudah 
dijatuhi hukuman, maka ternyata ancaman maksimum hukuman 
kurang berat bagi pelakunya. Hal residive ini diatur dalam titel XXXI 
Buku II KUHP, dan biasanya terbatas pada tenggang waktu lima tahun 
setelah hukuman pidana selesai dijalankan  (Wirjono Prodjodikoro, 
2002:136) 
b. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga 
menyulitkan jalannya pemeriksaan 
Sulitnya pemeriksaan dipersidangan akan membuat penilaian hakim 
bahwa terdakwa plint-plant atau berubah-ubah, sehingga persidangan 
menjadi lebih lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar yang 
harus dikeluarkan. 
c. Terdakwa berlaku tidak sopan dalam persidangan 
Terdakwa yang berlaku tidak sopan dalam persidangan bagi hakim 
merupakan suatu bentuk tidak menghormati Hukum dan pengadilan 
sehingga menjadi salah satu faktor yang memberatkan hukuman bagi 
siTerdakwa itu sendiri. 
d. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya 
Merupakan suatu bentuk bahwa apa yang telah diperbuat oleh 
terdakwa seakan-akan sudah takdirnya siTerdakwa, yang tidak perlu 
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disesalinya. Hal ini menandakan Terdakwa mungkin saja suatu hari 
nanti akan mengulangi perbuatannya tadi. 
e. Terdakwa melarikan diri 
Hal ini melambangkan bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab 
terhadap kesalahan yang dilakukannya, sehingga menyulitkan penegak 
hukum dalam mencari suatu kebenaran dan mengeluarkan banyak 
uang negara untuk dapat menangkap si pelaku. Tentunya hal ini 
menjadi faktor yang memberatkan hukuman. 
f. Terdakwa tidak menolong korban 
Membuktikan bahwa terdakwa tidak memiliki rasa prikemanusiaan 
terhadap sesama dan tanggung jawab, hal ini bertentangan Pancasila, 
khususnya dengan sila ke-dua, sehingga dapat menimbulkan keresahan 
dalam masyarakat apabila siTerdakwa dihukum ringan. Hal inilah 
yang menjadi faktor memberatkan hukuman. 
g. Terdakwa tidak memiliki SIM yang sah dan sesuai peruntukkannya 
Unsur tidak memiliki SIM yang sah dan sesuai peruntukkannya 
menjadi pertimbangan hakim, karena unsur ini dianggap bahwa si 
Terdakwa tahu dan mengetahui kesalahan yang diperbuat, dan disini 
bagi hakim ada unsur kesengajaan untuk tindak pidana pelanggaran 
yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas di jalan raya. 
Dalam hal ini perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 18 UU No.14 tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan 
angkutan jalan, yang mengatur tentang kewajiban Pengemudikan 
kendaraan bermotor  memiliki SIM yang sesuai dengan golongannya.   
h. Terdakwa tidak meminta maaf kepada keluarga korban 
Tidak adanya permintaan maaf dari terdakwa kepada keluarga korban, 
tentunya keluarga korban tidak memaafkan, dan hal ini membuktikan 
keegoisan terdakwa, sehingga menjadi faktor yang memberatkan 
hukuman. 
i. Belum adanya Bantuan dari Terdakwa kepada keluarga korban 
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Apabila Terdakwa belum atau tidak memberikan bantuan kepada 
keluarga korban, tentunya keluarga korban secara materiil sangat 
dirugikan dan tidak terbantu sehingga hakim menilai hal ini sangat 
memberatkan keluarga korban dan menjadi faktor yang memberatkan 
hukuman bagi si terdakwa. 
j. Terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk 
Terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk, hal ini menjadi semakin 
memberatkan karena kondisi pikiran pengemudi yang mabuk tentunya 
akan mempengaruhi konsentrasi saat mengemudikan kendaraannya 
yang dapat berakibat fatal / kecelakaan lalu-lintas, keadaan mabuk 
merupakan suatu keadaan yang sengaja dibuat oleh sipelaku sendiri 
yang membuat dirinya tidak sadar sepenuhnya, yang dilakukan dengan 
meminum minuman keras, minum obat-obatan terlarang dengan 
sengaja sehingga hal ini menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan 
lalu-lintas jalan raya. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2002: 90) : Meskipun dalam teori 
berdasarkan atas Pasal 44 ayat 1 KUHP seseorang yang mabuk itu 
dapat lolos dari hukuman, namun menurutnya amat kecil kemungkinan 
seorang yang mabuk sampai sangat kurang berdaya memahami 
kegawatan akibat perbuatannya. 
Apabila seorang di dalam keadaan mabuk mengendarai kendaraan 
sehingga menbrak orang sampai orang itu meninggal dunia atau 
terluka berat, maka orang itu sepantasnya malahan harus dikenakan 
hukuman lebih berat dari seorang yang tidak mabuk. 
i.   Terdakwa tidak mengontrol kondisi kendaraan sebelum dikemudikan. 
Kondisi kendaraan yang tidak dikontrol oleh pengemudi saat akan 
dikemudikan, apabila ternyata menjadi penyebab utama terjadinya 
kecelakaan lalu-lintas karena kondisi fisik kendaraan yang tidak 
memenuhi standar saat terjadinya kecelakaan lalu-lintas maka hal ini 





SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil Penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis 
dapat ditarik Simpulan sebagai berikut : 
1. Jawaban terhadap permasalahan dari dua putusan Penerapan Pasal 359 KUHP 
yang penulis peroleh dari Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menunjukkan 
bahwa penerapan Pasal 359 KUHP dalam kasus kecelakaan lalu-lintas oleh 
Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo diberikan dengan penjatuhan pidana 
yang sangat ringan yaitu kurang dari satu tahun dan sangat variatif, hal ini 
disebabkan oleh karena masing-masing pelaku memiliki kesalahan yang 
berbeda-beda, sehingga hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan pidana 
berpedoman pada hal tersebut. Pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo 
Nomor: 187/Pid.B/2007/PN.Skh, Terdakwa dijatuhi pidana  penjara  selama 9 
(sembilan) bulan, sedangkan  pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo 
Nomor: 212/Pid.B/2007/PN.Skh, Terdakwa dijatuhi pidana  penjara  selama 
10 (sepuluh) bulan, penerapan pidana tersebut dilakukan oleh hakim dengan 
pertimbangan bahwa kecelakaan tersebut tidak diinginkan/dikehendaki dan 
tidak diduga sebelumnya oleh pelaku, tetapi hal ini disebabkan karena 
kurangnya penghati-hati dan kurangnya penduga-duga pengemudi terhadap 
situasi dan kondisi jalan, disamping itu adanya pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana yang dipengaruhi oleh usia pelaku dan beban 
tanggungan pelaku menghidupi keluarganya. 
2. Bahwa Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menerapkan 
Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain 




mempunyai berbagai pertimbangan, baik berupa faktor yang meringankan 
terdakwa maupun faktor yang memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang 
meringankan pemidanaan adalah : Terdakwa belum pernah dihukum, 
Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, Terdakwa bersikap 
sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa 
mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa sebagai satu-satunya sumber 
kehidupan keluarga, Usia Terdakwa masih muda, Adanya Perdamaian antara 
Terdakwa dengan keluarga Korban, Terdakwa juga mengalami cacat dan luka 
fisik, Kesalahan Terdakwa dinilai bukan unsur kesengajaan melainkan unsur 
kealpaan. Faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan yaitu: Terdakwa 
sudah pernah dipidana dalam kasus yang sama, Terdakwa memberikan 
keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan, 
Terdakwa berlaku tidak sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak menyesali 
perbuatannya, Terdakwa melarikan diri, Terdakwa tidak menolong korban, 
Terdakwa tidak memiliki SIM yang sah dan sesuai peruntukkannya / 
golongannya, Terdakwa tidak meminta maaf kepada keluarga korban, belum 
adanya Bantuan dari Terdakwa kepada keluarga korban, Terdakwa 
mengemudi dalam keadaan mabuk, Terdakwa tidak mengontrol kondisi 
kendaraan sebelum dikemudikan 
 
B. Saran-saran 
Dalam hal ini penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut : 
1. a.Melihat dari ringannya putusan pidana yang dijatuhi Hakim terhadap pelaku 
tindak pidana Pasal 359 KUHP,  maka harapan penulis kiranya perlu suatu 
keberanian dari hakim dalam menerapkan ancaman pidana Pasal 359 
KUHP secara maksimal terhadap pelakunya, jangan selalu monoton saja 
mengikuti jurisprudensi atau kebiasaan Hakim-hakim diatasnya sehingga 




b.Perlu adanya kerjasama di antara para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim 
dan Pengacara) sehingga dalam proses penegakan hukum dapat berjalan 
dengan lancar dan memberikan keadilan kepada para korban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. 
2. a.Perlunya diadakan ujian mengemudi bagi setiap pemohon SIM dengan 
seleksi yang ketat dan berkualitas sehingga akan didapatkan mereka yang 
memiliki SIM adalah mereka yang benar-benar mampu mengendarai 
kendaraan bermotor dengan baik dan benar, hal ini untuk menurunkan 
tingkat kecelakaan lalu-lintas yang lebih banyak disebabkan karena 
kesalahan manusianya (pengemudinya). 
b.Adanya pedoman khusus yang digunakan sebagai dasar acuan bagi Hakim 
dalam menerapkan Pasal 359 KUHP terhadap seseorang yang menyebabkan 
matinya orang lain dalam kasus kecelakaan lalu-lintas dalam  menentukan 
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